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KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan
rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Reviu Rencana Strategis

(Renstra) Pengadilan Agama Masamba (2020-2024).

Pengadilan Agama Masamba adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus
merupakan kawal depan (voor-post) Mahkamah Agung yang berada di ujung utara Provinsi

Sulawesi Selatan.

Renstra Pengadilan Agama Masamba Tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan
yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan. Program dan kegiatan Pengadilan Agama
Masamba, yang disusun sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15
disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan Renstra sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu
memberikan sumbangsih pikiran dalam Menyusun Renstra Pengadilan Agama Masamba
Tahun 2020-2024 ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana,

cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Agama Masamba.

h

LaifalSyahidan, S.Ag., M.H.
NIP. 197410172006042002



DAFTAR ISI

Kata PENgantar ... e i
DY 721l TR ii
BAB [ PENDAHULUAN ....coottessessesssssssssesssssssssessssssssssessssssssssessssssssssesssssassssessssssssssessssssssssesssssassasesssns 1
1.1 KONAIST UNMUIN ..otiriiirrniererssssessssss s sssssssssssssss s ssssssssssssessssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssanes 1
1.2 Potensi dan Permasalahan .......ssssssssssssssssssssssssssssssssssanes 5
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS ...coirsrersisssssssssssssssssssssssssesssns 9
2.1 VIST dan MISI e ssssssssssssssssssssssssssssssssanesss 9
2.2 Tujuan dan SaSaran StrAtEZIS .....rrmreereesersssessessssesssssssssssssssesssssssssssessssssssesens 11
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI ..c.vvrinrnernsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseess 21
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung Republik Indonesia.........cc...c.... 21
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Agama Masamba........cccccoumeerneeenmeeneeennees 44
3.3 Kerangka ReGUIASI .....c..veceeemrecrreeseesseesseesseesseessessssesssssssssssssssessssssssssssssssssssesssessssesssesssnees 49
3.4 Kerangka Kelembagaan ........cssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssas 55
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....comisssssssessssssseens 57
Lampiran : Matriks Reviu Renstra 2020-2024 ........onrrnernnensssensssssssssssssssssssesssssssens 57
BAB V PENUTUP ...ttt sesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssanenss 64



1.1.

BABI
PENDAHULUAN

Kondisi Umum

Pengadilan Agama Masamba merupakan pengadilan tingkat
pertama dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Makassar.
Pengadilan Agama Masamba berkedudukan di ibukota Kabupaten Luwu
Utara, dengan alamat di Jalan Simpurusiang Masamba, mempunyai
wilayah hukum Kabupaten Luwu Utara

Pola Dasar pelaksanaan Kepemerintahan dewasa ini menghendaki
terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance). Pelaksanaan
kepemerintahan yang baik akan terwujud apabila ditata dalam suatu
sistem perencenaan disertai dengan perwujudan sisitem akuntabilitas.
Oleh karena itu, perencanaan dan akuntabilitas mutlak adanya.

Peran dan fungsi perencanaan yang mengarah kepada akuntabilitas
merupakan landasan ideal mewujudkan cita-cita kehidupan berbangsa
dan bernegara dalam berbagai sektor penegakan hukum dan peradilan.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan keinginan
nyata pemerintah untuk melaksanakan good governance dalam
penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Salah satu dari unsur pokok dari penjabaran sistem akuntabilitas
adalah penyusunan Rencana Strategi (Renstra) dengan berbasis kinerja
yang merupakan pedoman pelaksanaan tupoksi, sehingga segala bentuk
kegiatan dilaksanakan secara terencana dan terukur. Suatu perencanaan
yang tidak strategi sama halnya merencanakan suatu kegagalan yang
tentunya hal tersebut tidak dikehendaki bersama.

Rencana Strategi (Renstra) merupakan rencana strategi yang
disusun dalam jangka waktu tertentu ke depan berdasarkan
pertimbangan kebutuhan dan tuntutan melalui suatu analisis
perencanaan. Rencana Strategi dimaksudkan untuk memaksimalkan

sumber daya agar dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Suatu



akuntabilitas akan dapat diterima secara baik apabila sumber daya yang
ada dipergunakan secara tepat guna dengan sasaran yang jelas.

Pengadilan Agama Masamba sebagai lembaga peradilan yang
melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) dalam wilayah
hukum Kabupaten Luwu Utara, yang mempunyai tugas pokok menerima,
memeriksa dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama sebagaimana
yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan
kedua atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 menyebutkan bahwa
pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan
menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di
bidang: (a) Perkawinan. (b) Kewarisan, (c) Hibah, (e) Wakaf, (f) Zakat, (g)
Infaq, (h) Sahdagah dan (i) Ekonomi Syari’ah.

Penjelasan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama dikatakan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi
syari’ah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan
menurut prinsip syari’ah antara lain meliputi :

Bank syari’ah.

=

. Lembaga keuangan mikro syari’ah.

Asuransi syari’ah.

o o

. Reasuransi syari’'ah.
Reksa dana syari’ah.
Obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah.

Sekuritas syari’ah.

50 rth oo

. Pembiayaan syari’ah.

[

Pegadaian syari’ah.

j. Dana pensiun lembaga keuangan syari‘ah dan.

k. Bisnis syari’ah.

Penyelenggaran tugas pokok tersebut berkaitan erat dengan

tuntutan masyarakat akan kemandirian hukum dan keadilan,
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penegakan supremasi hukum, proses peradilan yang cepat, sederhana
dan biaya ringan, terhadap lembaga peradilan termasuk Pengadilan
Agama Masamba menandakan urgensinya penyusunan suatu strategi,
sebagai kerangka acuan untuk mewujudkan cita-cita hukum.

Rencana Strategi Pengadilan Agama Masamba ini merupakan
rumusan strategi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
(Tupoksi) lembaga peradilan dalam wilayah hukumnya, peningkatan
pelayanan hukum kepada masyarakat. Penyusunan tersebut disusun
dengan memperhatikan perkembangan hukum dan masyarakat di
Kabupaten Luwu Utara, kondisi internal dan organisasi Pengadilan
Agama Masamba serta memperhatikan kondisi perkembangan hukum
dan masyarakat secara nasional.

Pengadilan Agama Masamba dalam menjalankan tugas dan
fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi
Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana
kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Perencanaan stratejik suatu proses yang berorientasi pada hasil
yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5
(lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan
memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada
lingkungan Pengadilan Agama Masamba. Rencana Strategis ini
dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam
rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan
anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang
kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan
perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Masamba, baik
lingkungan internal maupun eksternal sebagai variable strategis.

Penyusunan Rencana Strategi Pengadilan Agama Masamba ini
juga untuk menjawab tantangan tersebut dan pasca diberlakukannya
Reformasi Birokrasi jilid I Mahkamah Agung RI dengan cetak birunya
(blue print) pada Rakernas di Balikpapan, diperlukan pandangan

visioner, didukung kemampuan untuk merumuskan langkah-langkah
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strategis, dimana langkah tersebut dikehendaki menjadi keyakinan

bersama oleh semua pihak yang akan terlibat dalam pelaksanaan

menuju pencapaian visi Mahkamah Agung Republik Indonesia 2010-

2035. diharapkan agar Rencana Strategi terdapat keselarasan dan

keserasian dengan program pembangunan dibidang hukum.

Adapun dasar hukum penyusunan Rencana Strategi adalah :
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Intansi Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Pemerintahan yang Bersih, dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/096/SK/X/2006
tentang Tanggung Jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan
Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam Melaksanakan Tugas
Pengawasan.

Penyusunan Reviu Rencana Strategi Pengadilan Agama Masamba

Tahun 2020-2024 mempunyai maksud :

1.

Memberikan gambaran yang jelas, terurai dan terukur tentang
rencana kerja masa depan serta kondisi lima tahun ke depan
Pengadilan Agama Masamba yang akan diwujudkan melalui
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) peradilan sebagai
lembaga pelayanan hukum.

Memberikan acuan atau landasan pertanggungjawaban kepada
masyarakat (stakeholder) pencari keadilan dalam hal konstribusi
Pengadilan Agama Masamba terhadap pembangunan hukum di
Kabupaten Luwu Utara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan

Agama Masamba.



1.2.

3. Menjadi bahan evaluasi bagi lingkungan internal dan eksternal
mengenai sejauhmana Pengadilan Agama Masamba di wilayah
hukumnya dapat memanfaatkan kekuatan (strength) dan peluang
(opportunity) serta berusaha meminimalisasi segala kelemahan
(weaknesses) dan hambatan (threatment) dalam pelaksanaan tupoksi.

4. Sebagai acuan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pimpinan
Pengadilan Agama Masamba dalam penyelenggaraan tugas pokok dan
fungsi peradilan berdasarkan visi dan misi Pengadilan Agama
Masamba.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Strategi adalah:

1. Tersusun dokumen perencanaan taktis strategi Pengadilan Agama
Masamba yang berfokus pada skala prioritas strategi dalam wilayah
hukum Kabupaten Luwu Utara.

2. Tersusun dokumen perencanaan yang akan dijadikan acuan dalam
penyusunan dokumen perencanaan kinerja tahunan Pengadilan
Agama Masamba serta dasar penilaian akuntabilitas kinerja
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi peradilan.

3. Terwujudnya keterpaduan dan sinergi kebijakan dan program

Pengadilan Agama Masamba.

Potensi dan Permasalahan

Pengadilan Agama Masamba mempunyai yurisdiksi yang meliputi
Kabupaten Luwu Utara, Penduduk yang masuk yuridiksi Pengadilan
Agama Masamba mayoritas beragama I[slam dan memiliki kesadaran
hukum yang cukup baik, sehingga perkara yang terdaftar di Pengadilan
Agama Masamba cukup tinggi.

Hal ini memerlukan pelayanan yang prima dari Pengadilan Agama
Masamba. Untuk itu diperlukan sarana dan prasarana yang memadai
tetapi yang tak kalah pentingnya adanya Sumber Daya Manusia yang
profesional dan jumlahnya cukup.

Sarana gedung ini sudah cukup memadai untuk melayani para

pencari keadilan. Dan yang menjadi permasalahan di Pengadilan Agama
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Masamba adalah kurangnya tenaga teknis yudisial dan tenaga
administrasi.

Jumlah Hakim Pengadilan Agama Masamba pada akhir 2019
sebanyak 3 orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua. Sedangkan jumlah
tenaga teknis yudisial dan administrasi adalah sebanyak 12 orang.

Walaupun demikian, dengan sarana teknologi kekurangan Sumber
Daya Manusia itu sedikit teratasi.

Isu internal dan eksternal yang mempengaruhi pelayanan

pengadilan Agama Masamba adalah sebagai berikut:

1.2.1. Isu Internal
Isu internal meliputi :
a. Kekuatan (Strength).

Kekuatan Pengadilan Agama Masamba mencakup hal-hal yang

memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan

sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian,

mencakup:

1) Adanya Kelembagaan dan Kewenangan yang jelas

2) Adanya Dasar Hukum yang jelas ( Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku)

3) Adanya Sistem Pengawasan yang melibatkan Hakim
Pengawas Bidang dalam pengawasan reguler

4) Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki
motivasi tinggi dan kreatif dalam melaksanakan tugas, serta
komitmen untuk membangun Zona Intergritas Wilayah Bebas
Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani
(WBBM).

5) Adanya Pola Bindalmin serta aplikasi SIPP yang
mempermudah proses administrasi perkara

6) Adanya gedung kantor yang sudah sesuai dengan prototype
sehingga lebih representatif

7) Adanya Kode Etik Hakim, Panitera dan Jurusita



8) Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP)
9) Adanya Renstra dan Program Tahunan

b. Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Agama Masamba

sebagai berikut :

1) Belum optimalnya mekanisme evaluasi yang dapat mengukur
kepuasan masyarakat pencari keadilan

2) Belum semua perkara dapat terselesaikan tepat waktu
(tunggakan/sisa perkara)

3) Belum optimalnya pelaksanaan SOP

4) Jumlah pegawai yang jauh dari ideal sehingga menyebabkan
adanya rangkap jabatan

5) Belum maksimalnya penggunaan system pengaduan
masyarakat yang berbasis teknologi informasi (TT)

6) Pemanfaatan aplikasi SIPP dalam proses peradilan masih
kurang maksimal

7) Adanya pembatasan dana prodeo

8) Belum ada dana POSBAKUM

9) Sarana dan prasarana yang kurang memadai

10) Belum adanya kerjasama MoU dengan Pemerintah Daerah

terkait Pelayanan Hukum kepada masyarakat terpencil.
1.2.2. Isu eksternal
Isu eksternal meliputi :

a. Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Agama

Masamba untuk melakukan perbaikan, sebagai berikut :

1) Optimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM)

2) Aplikasi berbasis web /desktop

3) Menghadirkan petugas kantor POS untuk melegalisir alat
bukti persidangan



4} Kerjasama dengan pihak Bank berkaitan dengan biaya

Panjar Perkara

5) Mobil court (untuk sidang keliling)
6) Mesin EDC Bank (kartu ATM)

7) Kerjasama MoU dengan Pemerintah Daerah terkait

Pelayanan Hukum kepada masyarakat terpencil

. Ancaman yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah ancaman yang dihadapi di Pengadilan Tinggi

Agama Jawa Barat yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara

terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana

yang diharapkan:

1) Luasnya wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama
Masamba.

2) Meningkatnya jumlah perkawinan yang tidak disahkan
secara hukum negara

3) Belum optimalnya suatu alat pengukuran kepuasan
pengguna jasa pengadilan ditengah tuntutan pelayanan
prima

4) Pegawai yang belum seluruhnya memahami visi dan Misi
pengadilan Agama Masamba

5) Belum adanya system reward dan punishment untuk
mengontrol kinerja aparat peradilan

6) Bantuan panggilan yang bermasalah

7) Banyaknya wilayah yurisdiksi dengan medan berat dan
sulit dijangkau oleh alat transportasi biasa

8) Anggaran untuk sarana dan prasarana yang diberikan
oleh pusat tidak sesuai kebutuhan

9) Banyaknya jumlah permohonan pernikahan di bawah

umaur.



VISI, MISI, TUJUAN ]])3:1]3 ;&SARAN STRATEGIS

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka yang
dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Untuk melaksanakan dan menjabarkan tugas pokok tersebut diperlukan
rencana strategi berupa visi dan Misi Pengadilan Agama Masamba yang pada
pokoknya bertujuan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan
hukum dan keadilan.

2.1. Visi dan Misi
Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang
berisikan cita atau tujuan hukum (rechtsidea) yang ingin diwujudkan. Visi
berkaitan dengan pandangan ke depan kemana cita atau tujuan akan
dibawa dan diarahkan dapat berkarya secara konsisten, tetap eksis,
antisipatif, inovatif dan dibutuhkan oleh masyarakat-stakeholder/
justitiabelen.
Misi adalah suatu yang harus diemban atau dilaksanakan untuk
mewujudkan visi yang telah ditetapkan.

a. Visi

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang
berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan Pengadilan Agama
Masamba di masa mendatang. Dalam merumuskan visinya, Pengadilan
Agama Masamba menyelaraskan dengan visi Mahkamah Agung RI yang
dicanangkan untuk tahun 2010-2035, sebagai hasil Rapat Kerja
Nasional Mahkamah Agung RI Tahun 2009. Visi Mahkamah Agung

tersebut adalah:

Pengadilan Agama Masamba sebagai pengadilan tingkat pertama
yang berada di bawah Mahkamah Agung RI memiliki komitmen dan

kewajiban yang sama untuk mengusung terwujudnya peradilan yang



baik dan benar serta dicintai masyarakat. Atas dasar itu maka

Pengadilan Agama Masamba telah menjabarkan visi dan misi tersebut ke

dalam visi Pengadilan Agama Masamba, yaitu:

”TERWU]UDNYA PENGADILAN AGAMA MASAMBA YANG AGUNG”

Dalam cetak biru Pembaruan Peradilan, dituangkan usaha-usaha

perbaikan untuk mewujudkan badan peradilan yang agung, yang secara

ideal dapat diwujudkan sebagai sebuah badan peradilan yang:

1.

Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen,
efektif, dan berkeadilan.

Didukung Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri
yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.

Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi
yang jelas dan terukur.

Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara
yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan proporsional.
Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan
kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan
peradilan.

Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dan
kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang
berintegritas dan profesional.

Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilakuy,
administrasi, dan jalannya peradilan.

Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas,

kredibilitas, dan transparansi.

10. Modern dengan berbasis Teknologi Informasi (TI) terpadu.
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b. Misi

Untuk mencapai visi tersebut, Mahkamah Agung telah
menetapkan misi yang mengambarkan hal yang harus dilaksanakan,
yaitu:

1. Menjaga kemandirian badan Peradilan;

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari
keadilan;

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan;

Pengadilan Agama Masamba sebagai pengadilan tingkat pertama
yang berada di bawah Mahkamah Agung Rl memiliki komitmen dan
kewajiban yang sama untuk mengusung terwujudnya peradilan yang
baik dan benar serta dicintai masyarakat. Atas dasar itu maka
Pengadilan Agama Masamba telah menjabarkan visi tersebut ke dalam
misi Pengadilan Agama Masamba, yaitu :

1. Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama

2. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel
dan transparan.

3. Mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum
bagi masyarakat

4. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan.

2.2, Tujuan dan Sasaran Strategis
a. Tujuan Strategis

Tujuan merupakan pengejawantahan visi dan misi yang telah
ditetapkan, serta berorientasi pada visi dan misi tersebut. Tujuan
merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang
akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan
lima tahun. Seluruh aparatur Pengadilan Agama Masamba telah
mengupayakan agar semua langkah kinerja dalamrangka memenuhi visi
misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan yang

diformulasikannya dengan  tujuan  strategis, tentu dengan
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mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih
dari itu, perumusan tujuan strategis juga diupayakan seluruh aparatur
Pengadilan Agama Masamba dapat mengukur sejauh mana visi misi
lembaga yang telah dicapai mengingat tujuan strategis yang dirumuskan,
merujuk pada visi misi Mahkamah Agung secara bertahap.

Oleh sebab itu, agar keberhasilan organisasi di dalam mencapai
tujuan strategisnya dapat diukur, setiap tujuan strategis yang ditetapkan
akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur.
Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu,
transparan dan akuntabel.

2. Meningkatkan Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan
akuntabel.

3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada hukum melalui
tindakan penegakan hukum dibidang peradilan.

4. Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

. Sasaran Strategis

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu
sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima
tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran
strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Masamba adalah
sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparansi dan
Akuntabel

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyesuaian Perkara

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan
Terpinggirkan

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan
efisien

6. Tersedianya dukungan manajemen dan tugas teknis dalam

penyelenggaraan fungsi Peradilan
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7. Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Agama

Masamba.

Tujuh sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi

Pengadilan Agama Masamba untuk mewujudkan visi dan misi yang telah

ditetapkan dan membuat rincian program dan kegiatan pokok yang akan

dilaksanakan sebagai berikut :

a) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Meningkatkan dan memantapkan terselenggaranya tertib
administrasi Peradilan Agama sesuai pedoman yang berlaku
Memantapkan penerapan penggunaan formulir administrasi
perkara

Meningkatkan penerapan pelaksanaan Pola Bindalmin
Melaksanakan pembuatan laporan perkara bulanan, triwulan
dan tahunan serta menyampaikan laporan yang benar dan tepat
waktu.

Mengupayakan ruang arsip perkara yang nyaman, aman dan
steril.

Melaksanakan pengelolaan biaya Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP).

Meningkatkan pelayanan hukum melalui POSBAKUM.
Meningkatkan layanan untuk para pencari keadilan yang kurang
mampu secara prodeo, sesuai anggaran yang ada dalam DIPA
Satker 632052.

Memaksimalkan upaya mediasi.

10) Percepatan penyelesaian perkara

11) Penyelesaian sisa perkara

12) Penelitian berkas disampaikan secara lengkap dan tepat waktu

13) Register dan pendistribusian berkas perkara ke majelis yang

tepat waktu

14) Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan

perkara.

13



b) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya Mahkamah Agung.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah :

1

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Meningkatkan pembinaan dan pengawasan baik teknis,
kepaniteraan dan kesekretariatan.

Meningkatkan koordinasi antara Bendahara Pengeluaran
dengan Kasubbag Umum dan Keuangan, Kasubbag Perencanaan,
Tl dan Pelaporan, Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa
Pengguna Anggaran (Sekretaris) dalam pengelolaan keuangan.
Menyusun dan menyempurnakan/melengkapi file pegawai, baik
manual maupun elektronik (SIKEP)

Meningkatkan  tertib  administrasi sistem  pelaporan
inventaris/BMN dengan menggunakan aplikasi SIMAK-BMN dan
aplikasi Persediaan.

Meningkatkan kualitas tata persuratan yang dikelola
Mengupayakan pembayaran langganan daya dan jasa kantor
(listrik, website, Speedy dan telephone) secara tepat waktu.
Meningkatkan tertib pembukuan keuangan oleh Bendahara
Pengeluaran dan Bendahara PNBP, baik Buku Kas Umum
maupun buku lainnya, serta pengarsipannya.

Melakukan Rekonsiliasi dan Realisasi Anggaran Belanja DIPA
Satker 632050 dan DIPA Satker 632052 setiap awal bulan
dengan KPPN.

Melakukan pelaporan monitoring evaluasi realisasi anggaran
DIPA Satker 632050 dan DIPA Satker 632052 melalui website

tersedia.

10) Meningkatkan pelayanan Informasi melalui website.

11) Mengupayakan pengajuan RKA-KL dengan data pendukung

yang akurat dan lengkap serta tepat waktu.

12) Tindak lanjut pengaduan yang masuk.

13) Tindak lanjut temuan dari tim pengawas.
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¢) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah
Agung
Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah :
1) Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan
Agama Masamba.
2) Meningkatkan tertib administrasi pelaksana pengadaan barang
dan jasa.
3) Mengupayakan penghapusan barang-barang inventaris kantor
yang rusak berat.
Sebagai tolak ukur untuk dapat menentukan keberhasilan dari
sasaran strategis diperlukan penetapan suatu indikator kinerja yang
disebut indikator kinerja utama. Hubungan tujuan, sasaran dan

indikator kinerja utama dapat digambarkan sebagai berikut :
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